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DPRD Sebut Banyak Oknum Pemain di DKI

¢ Kerap Ditemukan Permasalahan Inventarisasi Aset

JAKARTA (Poskota)
- Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) kerap
menemui permasalahan
inventarisasi aset yang
belum tertib oleh Pemer-
intah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta dalam ha-
sil pemeriksaan laporan

keuangan daerah setiap
tahunnya.
Menanggapi  hal

tersebut, Wakil Ketua
Komisi A DPRD DKI
Jakarta Inggard Josh-
ua membenarkan hal
itu. Inventarisasi aset
yang berantakan me-
mang menjadi masalah
berlarut, Adapun penye-
babnya, karena ada ket-
erlibatan oknum yang
menahan agar aset ti-
dak diserahkan.

Padahal, kata Ing-
gard, sudah menjadi ke-
wajiban bahwa pengem-
bang atau pemegang su-
rat izin penunjukan peng-
gunaan tanah (SIPPT)
kepada Pemprov DKI Ja-
karta untuk menyerah-
kan aset fasilitas sos-
ial (fasos) dan fasilitas
umum (fasum).

"Ya ini permasala-
han yang tidak pernah
selesai. Kan banyak ok-
num-oknum yang ber-
main, antara swasta
yang kongkalikong den-
gan eksekutif, sehingga
tidak pernah diserahkan

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI, Inggard Joshua.

itu (aset) fasos-fasum,"
kata Inggard di Jakarta,
Selasa, (6/6).
Legislator Kebon
Sirih ini menilai, catatan
BPK mengenai ma-
salah aset yang belum
tertib harus dituntas-
kan, meskipun laporan
keuangan Pemprov DKI
mendapatkan predikat
wajar tanpa pengecual-
ian (WTP). Apalagi, am-
buradulnya pencatatan
aset sudah menjadi ma-
salah sejak era kepe-
mimpinan Anies Baswe-
dan sebagai Gubernur
serta pendahulunya.
"Harusnya aset itu
jadi ganjalan kita untuk
harusnya lebih baik lagi

untuk WTP. Masalah itu
kan dari tahun ke tahun.
Kami ingin memban-
tu pemerintah daerah
dalam rangka menert-
ibkan aset terutama dari
pengembang pengem-
bang yang belum dis-
erahterimakan," ujar In-
ggard.

Sejak Agustus 2022,
DPRD DKI Jakar-
ta membentuk panitia
khusus (pansus) aset
yang bertugas menel-
usuri pencatatan pe-
nyerahan fasos-fasum
kepada Pemprov DKI.
Nantinya, DPRD akan
memetakan masalah-
masalah aset dan reko-
mendasi penyelesaian-

tafist

nya ke pemerintah.
"Kami sudah sa-
rankan kepada DPRD
melalui usulan Komisi A
untuk dilakukan pansus
terkait masalah aset su-
paya kita mendaftar
kembali menginventar-
is lagi mana aset-aset
pemda yang ada di ten-
gah-tengah masyara-
kat, karena ini cukup
besar bahkan diperki-
rakan bisa ratusan tril-
iun," terangnya.
"Hasil pansus nanti
bisa membantu Pemda
bisa melakukan pemer-
iksaan dan penertiban
sekaligus pencatatan,”
jelasnya menambahnkan.
Diketahui, Pemprov

DKI Jakarta mendapat
opini  Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
atas laporan hasil pemer-
iksaan keuangan dae-
rah tahun 2022 dari BPK.
Namun, BPK menemu-
kan masih adanya per-
masalahan terkait pen-
gelolaan keuangan dae-
rah sepanjang tahun
2022 tersebut.

Salah satu masalah
yang ditemukan BPK
yakni penatausahaan
penyerahan dan pen-
catatan aset tetap fasos-
fasum belum tertib. Keti-
daktertiban tersebut an-
tara lain dua bidang ta-
nah fasos fasum yang
telah diterima dari peme-
gang Surat Izin Pengua-
saan Penggunaan Tanah
(SIPPT) Rp17,72 mili-
ar berstatus sengketa,
penerimaan aset fasos
fasum belum seluruhnya
dilaporkan oleh Waliko-
ta ke BPAD.

Lalu, aset fasos-fa-
sum dikuasai dan/atau
digunakan pihak lain tan-
pa perjanjian, pencatatan
ganda aset fasos fasum
dalam KIB, serta aset fa-
sos fasum berupa ge-
dung, jalan, saluran, dan
jembatan dicatat dengan
ukuran yang tidak wa-
jar yaitu 0 meter perse-
gi atau 1 meter persegi.
(Aldi/lfn)




